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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

N NOMOR 58 TAHUN 2021 B
TENTANG

‘PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT '
-DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang

‘Mengingat

. .DENGAN RAHMAT "I‘U,_H_AN YANG'MAHA ESA"

BUPATI KARAN GANYAR

bahwa dalam rangka tertlb adm1nlstra31 1dent1ﬁkasi'

 dan pengendahan penggunaan kendaraan dinas pejabat . )

d1 11ngkungan Pemermtah Kabupaten Karanganyar dan-' ;
pejabat 1nstans1 vert1ka1 yang berada di Kabupaten G
Karanganyar 5 ‘ S ‘

bahwa berdasafkén pertlmbangan se'bagaima‘rié‘--

dlmaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan\ .
Bupati | tentang Pedoman Penggunaan Nomor

Kendaraan Dlnas Pejabat d1 Llngkungan Pemermtah

"Kabupaten Karanganyar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam

- ngkungan Prop1n31 Jawa Tengah

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'

Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Repubhk.

Indonesia - Tahun 2014 Nomor _244, Tambahan
‘ Lembaran Negara Repubhk .Indon‘es’fia Nomor 5587)

sebéga_imana telah diub_ah b‘eb’erapa kali fterakhir
dehgan'Undang-Uridang Nomor 11 Tahﬁn 2020 tentang’
Cipta Kerja (Leﬁlbaran 'Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

| Repubhk Indones1a Nomor 6573)



L

]

'Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang:‘i :
| Pengelolaan Barang M1hk Negara/ Daerah (Lembarani‘; e
- Negara Republik Indones1a Tahun 2014 Nomor 92,
‘ :Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomori |
5533)sebaga1mana telah d1ubah beberapa kah terakhir - i’

dengan Peraturan Pemerlntah Repubhk Iridonesia =

‘Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

| ‘Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang S

‘ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16 S

g Tambahan Lernbaran Daerah; Kabupaten Karanganyari e

Pengelolaan Barang M111k Negara/ Daerah(Lembaranf~

Negara: Republik Indones1a Tahun 2020 Nomor 142
| ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor‘
‘,6523L s _jf’fw = | ,”," - S
. Peraturan Mentéily'»i; Dala.r’n" Négeri Nomor 19 »Ta'hun 20 1 6 5
~ tenténgf PedOman»V’Pén'gé‘ld’laah‘ ‘Barang Milik Daerah;

: (Béfita'rNegara Repﬁblikylr‘ldonc;siai ‘Tal'fiun'y2k(')16~v Nomor -

,547) T AT : A ¢
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 '_,"ﬁ : o

] Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanif" e

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembarank

Nomor 67) sebagalmana telah diubah: dengan:

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah - e

Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun: 2016 tentang{" |

: Pembentukan - dan , Susunan‘ “Perangkat Déierah :

: Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten_ '

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22 Tambahan_  :;

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22)

.~ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyal” NOmOr 1 o
"I‘ahun 2019 tentang Pengelolaan Barang M111k Daerah :
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019' e '

; Nomor 1)



‘Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN}"’: Sy

'NOMOR  KENDARAAN ‘DINAS DI LINGKUNGAN;(i,

MEMUTUSKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BABI |
KETENTUAN UMUM
Bag1an Kesatu
Umum

Pasall 1 \

Dalam Peraturan Bupat1 ‘fi yang ' dimaksud

'dengan o

L
20

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsur ‘;j :

: penyelenggara Pemermtahan‘ Daerah ~ yang -

E memlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan?{ S

yang menjadl kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupat1 Karanganyar ‘

i Instans1 Vertlkal adalah Instans1 Vertlkal yang ada’ i

d1 Daerah

| Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala’
‘Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan |
kPemerlntahan yang men_]ad1 kewenangan Daerah : o
Pe_]abat Pemerlntah adalah PeJabat di 11ngkungank i

' Pemerintah- daerah dan Pejabat pada 1nstans1w

 vertikal yang berada d1 Daerah =
S Kendaraan D1nas “adalah kendaraan m111k

;’Pemerlntah dan : Pemermtah Daerah yangkf" e
dipergunakan . hanya untuk kepentmgan d1nas :
 terdiri atas Kendaraan Perorangan _ D1nas Vi : -

' Kendaraan Dlnas Jabatan dan Kendaraan Dlnas S

Operas1ona1

. Kendaraan Perorangan Dlnas adalah Kendaraanﬁf,
D1nas Pemermtah Daerah yang dlgunakan bag1 St

| pemangku _]abatan Bupat1 Wakll Bupat1 : dan:_m |

Sekretarls Daerah Kabupaten }Karanganyar. o '



10.

"'Kendaraan D1nas Jabatan adalah kendaraan yang

disediakan dan dlpergunakan pe_]abat untuk |

kegiatan operasmnal perkantoran

Kendaraan D1nas PeJabat ‘adalah Kendaraanl

~ Perorangan D_1nas dan Kendaraan Dinas Jabatan

@

(2).

- bertujuan untuk kelancaran administrasi dan’_

(1)

-2

bagi Pejabat di lingkungan' Pemerintah Daerah dan

Pejabat pada Instansi Vertlkal yang berada di

S Daerah.

 BABIL
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Pénggunaan 'nomOr Kendaraan Dinas

dimaksudkan untuk identiﬁkasi ketertiban, dan’

pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan o

Dinas dan Ken_d_araan Dinas Jabatan di Daerah.

Pedoman penggunaan nomor Kendaraan Dinas

pelaksanaan.tugas serta kepentingan protdkoler. : |

‘ . BAB 111 |
PENOMORAN KENDARAAN DINAS ’
Pasal 3

,Penomoran Kendaraan Dinas ‘diberikan untuk

Kendaraan Perorangan Dlnas dan Kendaraan =~

vaas Jabatan

Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud

o péida ayat (1) adalah nomor Kendaraan Dinas yang -

menunjukkan kode wilayah (huruf AD), nomor
polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium
berwarna dasar: merah dengan tuhsan berwarna}

putih.



(3)

(a)

Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (2) diberikan untuk Kehdaraan

Perorangan Dinas dan Kendaraan Dlnas Jabatan

sebagau berikut:

a. Kendaraan Perorangan D1nas, -

1 Bupat1 : .

2. Wakil Bupati »

8 3. Sekreifa'ris Daerah

b. Kendaraan Dinas J abatan:

.l.'

8.

Dewan vPerwakila’n Rakyat Daerah: yahg S

terdiri dari Ket_u_a dan Wakil Ketua ;
Asisten Sekretaris Daerah;

Kepala Ihétansi : Lémbaga Negara atau

Pe'rwakilah Pemerintah Pusat di Daerah;

Kepala : PD di ',“lingkurigan Pemerintah". o

Daerah; -
Staf ahli Bupati; -

Kepala Bagian di :S'ekretarikat Daerah dan

| Sekretai'iét Dé.era_h ‘Perwakilan Rakyat |

Daerah; -

Carhat di lingkungan Pemerintah Dae'fah;

dan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; '

Pemberlan nomor Kendaraan Dinas sebagmmana

dalam Lampiran yang merupakan baglan tldak :

dlmaksud pada ayat (3) sebaga1mana tercantum'

terpisahkan dari Peraturan Bupat1 ini.



(5) Pemberian nomor Kendaraan »Dinaé Operasibhal' |
diatur se_'suaiA keterituan’ yang berlaku pada :

penomoran Kendaraan di Kepolisian.

Pasal 4

(1) Penomoran Kendaraan Dlnas dlluar ketentuan
. sebagalmana dlatur dalam Pasal 3 ayat (4) Wa_]lb

‘ mendapatkan izin dar1 Bupat1 e

(2) Permohonan IZin _sebagaiaméﬁa dimaksud pada
ayat (1) disampaikan» kepada Bupati dengan

dlsertakan alasan dan pertlmbangan

BAB v
PELAKSANAAN PENATAAN
‘ Pasal 5

(1) Kendaraan D1nas yang belum memiliki Nomor

Kendaraan' sebagalmana tercantum  dalam

ketentuan Pasal 3 ayat (4) wajib menyesua1kan o

Peraturan Bupati ini pada masa pajak selanjutnya.

(2) ~Pe1aksariaf1 pehataan dan  penertiban nomor
kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) -
tahun setelah diundangkahnya Peraturan Bupati
ini. [ | |

| Pasal 6

Pembinaan = dan:- Pengawasan pembenan 'nomor’

Kendaraan Dinas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 . '

ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.

| ‘ BAB \Y%
- PEMBIAYAAN
| . Pasal 7 7
»(1) Biaya untuk“pvér‘klomoran Kendaraan Dinas"miltikt"
Pemermtah Daerah dibebankan - pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersedla pada



Salinan sesuai d}engan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

NJKARANGANYAR

ukum ,

NIP. 19750311 159908 1 009

Perangkat Daerah Pengguna Barang Kendaraan
Dinas bersangkutan 7
(2) Biaya untuk - penomoran | “Kendaraan Dinas
- milik Instansi’ Vertlkal dlbebankan pada Anggaran
Instansi Vertikal yang bersangkutan
(3) Kendaraan Dlnas yang dlpergunakan Instansi
Vertikal 'dan . belum '  menggunakan “TNKB
berdasarkan Peraturan 1n1 dapat mengajukan
permohonan kepada Bupati 'melalu1 kepada yang
- mempunyai tugas dan fung31 b1dang pengelolaan

keuangan dan aset Daerah.
. BABVI |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan ,Bupéti' ini mulai berlaku pada tariggal 3
diundangkan.. i ‘ S |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

'pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya ,

dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

" Ditetapkan di Karanganyar = : :
: . pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,
Cfd
'JULIYATMONO

Diundangkan di Kabupaten Karanganyar R

pada tanggal 9 Agustus 2021 :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 58



LAMPIRAN ;
BUPATI

KARANGANYAR = =
2021

PERATURAN
NOMOR 58  TAHUN
TENTANG = :
PEDOMAN PENGGUNAAN -~ NOMOR!
KENDARAAN. DINAS PEJABAT =
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN g - KARANGANYAR
DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NO INSTANS PENGGUNA NOPOL |
I ‘ b et
1 Sekretariat Daerah Bupati AD1F
2 Sekretariat Daerah Wakil Bupati AD 2F 4
3 Sekretariat Dewan Ketua DPRD AD 3F -
4 Kejaksaan Negeri Kepala AD 4 F
5 Pengadilan Negeri Ketua | ADSF
6 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah AD 6F |
7 Sekretariat Dewan Wakil Ketua DPRD AD 7'>F‘
18 Sekretariat Dewan Wakil Ketua DPRD |ADSF -
9 Sekretariat Dewan Wakil Ketua DPRD , ADOF o
10 Sekretariat Daerah Cadangan AD10OF
11 Sekretariat Dewan Cadangan AD11F
12 Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan AD 12'F
| Kesejahteraan Rakyat '
13 Sekretariat Daerah Asisten  Ekonomidan AD13F
Pembangunan :
14 Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum AD 14 F
15 Kepolisian Resort Kapolres AD 15F
16 Komando Distrik Militer Dandim AD 16 F

i b



NopoL |

Penelitian, dan Pengembangan
(BAPERLITBANG)

Kepala - -

NO INSTANS PENGGUNA -
17 Sekretariat Daerah | Bupati , AD 17 F
18 Sekretariat Daerah Wakil Bupati AD 18 F
19 Sekretariat Dewan Sekretaris | AD 19F
20 Inspektorat Inspektur , .AD’201 F,:. g
21 Sekretariat Daerah Staf Ahli Bupati Bidang AD 21 F
Pemerintah , - Hukum, dan ‘
Politik ; 1
22 Sekretariat Daerah Staf Ahli  Bupati Bidang AD 22 F
' Ekonomi,Keuangan dan/ :
Pembangunan
23 Sekretariat Daerah - Staf Ahli  Bupati Bidang AD 23 F
‘ Kemasyarakatan dan Sumber ;
Daya Manusia
24 | Sekretariat Dewan Ketua Komisi A (Cadangan) AD 24 F e
25 | Sekretariat Dewan Ketua Komisi B (Cadan;gan) AD 25F i
26 Sekretariat Dewan Ketua Komisi C (Cadangan) AD26F
27 Sekretariat Dewan Ketua Komisi D (Cadangan) | AD 27 F . s
28 Sekretariat Dewan Ketua Bapemperda AD_’28. F
(Cadangan)
29 Dinas Pendidikan dan Kepala AD29F -
Kebudayaan o -
30 | Dinas Kesehatan Kepala . . AD30F |
31 Dinas Pekerjaan Umum Kepala AD31F
dan Perumahan Rakyat | Rty
(DPUPR) |
32 Badan Pereﬁcanaan, AD32F .




3

1'NO

INSTANSI

INoPpoL |

PENGGUNA
~ |33  Badan Kepegawaian dan Kepala |AD 33 F f
Pengembangan Sumber Daya - ¢ ’
Manusia (BKPSDM)
34 Din'as Perdagapgan, Tenaga Kepala AD 34 F
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, e
dan Menengah A
(Disdagnakerkop UKM )
35 Badan Kesatuan Bangsa Kepala AD35F
dan Politik | sl
36 | Badan Keuangan Daerah Kepala AD36F
37 Sekretariat Daerah Cadangan AD37F
38 Badan Penanggulangan Kepala Pelaksana Harian AD 38F
Bencana Daerah ' ‘
39 Sekretariat Daerah Cadangan AD39F
40 Pengadilan Agama Ketua AD40F
41 Satuan Polisi Pamong | Kepala AD41F
Praja LT
42 Dinas Sosial Kepala AD 42 F
143 Sekretariat Daerah Kepala Bagian Hukum AD 43 F
44 Dinas Pemberdayaan Kepala AD 44 F S
Perempuan, PerhndunganAnak - o
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana St
45 | Sekretariat Daerah Cadangan ADA45F
46 Dinas Lingkungan H1dup Kepala - AD46 F
(DLH) St
47 Dinas Pemberdayaan Kepala AD 47 F .
Masyarakat dan iy
Desa(DISPERMADES)
48 Dinas Perhubungan (DISHUB) | Kepala AD 48 F




1NO

INSTANSI

PENGGUNA

|NoPoL |

: 49

Dinas Komunikasi dah _
Informatika (DISKOMINFO)

Kepala

S0 .

Dinas Kependudukan dan

| Pencatatan Sipil(DISDUKCAPIL)

Kepala -

|AD50F

51

| Dinas’

. - Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu :

(DPMPTSP)

Kepala

AD51F

S2 -

Dinas = Pariwisata, Pemuda

Kepala -

ADS52F |

53

dan Olah Raga (DISPARPORA)

Dinas Kearsipan  dan
Perpustakaan (DISARPUS)

Kepala

Tapssr |

54

Dinas Pertanian, Pangan' dan
Perikanan (Dispertan PP)

Kepala

|aDs4F |

55

| Sekretariat Dacrah

Cadangan

56

1 Sekretariat Daerah L ‘

Cadangan

ADS6F |

57

| Rumah Sakit Umum Daerah

‘Direktur

8

Sekretariat Daerah

Kepala Bagian‘Umum '

|aDs8F |

59

Sekretariat Daerah

Kepala Bagian Pémerihtahan ~

60

Sekretariat Daerah

Kepala Bagian Administrasi- ’,

Pembangunan

61

Sekfeta,riat Daerah

Kepala Bagian Kesejahteraan

Rakyat

162

- |Sekretariat Daerah

Kepala B‘agian

Organisasi

63

Sek_retariat Daerah

Cadangan

ADG63F

|64

Sekretariat Daerah

| Kepala Bagian Perekonomian

dan Sumber Daya Alam

AD64F

65

Sekretariat Daefah l

Kepala Bagian Protokol

AD65F

66

Sekretariat Daerah -

dan Komunikasi Pimpinan

Kepala Bagian Pengadaan =~

Barang dan Jasa

AD66F |




] NO

INSTANSI - PENGGUNA NOPOL
67 Sekretariat Dewan Cadangan e
68  Sekretariat Dewan Ketua Badan Kehormatan AD 68 F ’k
; (Cadangan) : :
69  [Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD 69 F
70  |Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD 70F. -
71  Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD71F |
72 Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD72F
73 ISekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD 73 F
74 Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD 74 F
75  Sekretariat Dewan Ketua Fraksi (Cadangan) AD75F
76  |Sekretariat Dewan Kepala Bagian Umum dan AD 76 F
| Keuangan i :
77  |Sekretariat Dewan Kepala Bagian Persidangan AD77F -
dan Perundang-Undangan TR
78  [Sekretariat Dewan Kepala Bagian Fasilitasi AD78F |
Penganggaran dan Lo
Pengawasan
79  [Kantor Badan Pertanahan | Kepala AD 79 F
Nasional S
80 Badan Pusat Statistik Kepala ADS8OF
81 [Kantor Kepala |AD81F
- [Kementerian Agama L
82 Komisi Pemilihan Umum | Ketua |AD82F |
83 Kecamatan Colomadu Camat AD83F
84 | Kecamatan Gondangrejo Camat AD 84 F o
85 Kecamatan Jaten Camat AD 85F ,
86 Kecamatan Kebakkramat Camat AD 86 F
87 Kecamatan Tasikmadu Camat AD 87 F
88 Kecamatan Karanganyaf Camat AD 88 F




NO

~ INSTANSI

 PENGGUNA

NOPOL |

89

Kecarriatan Mojogedang

| Camat

90

Kecamatan Kerjo

Camat

ADOOF

91

‘Ke‘carr‘natan Ngargoyoso

| Camat

|ADOLF

|92

Kecamatan Jenawi

Camat

AD 92 F

93

Kecamatan Tawangmangu

Camat .

AD93F

‘94

Kecamatan Matesih ,

Camat ‘

|AD94F

95

Kecamatan

| Karangpandan

Camat |

96

Kecamatan Jumantono

Camat

AD96F

97

Kecamatan J umapolo

Camat

ADO7TF |

98

Kecamatan Jatipuro

Camat

99

Kecamatan Jatiyoso

Camat o

 |AD99F

100

Sékretariat Daerah

Cadangan

AD100F |

101

Inspektorat

Sekretaris

AD 1001 XZ| =

102

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ‘

S}ekfetaris

~ |aD1002XZ|

103

‘Dinask Kesehatan '

Sekretaris

|aD1003XZ|

104

Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (DPUPR)

Sekretaris

| AD 1004%z|

105

Badan Perencanaan,Penelitian
dan Pengembangan

Sekretaris

ADv‘lO‘OSﬁ‘XZZ g




dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintﬁ
(DPMPTSP)

NO INSTANSI PENGGUNA NOPOL

106 | Badan Kepégawaian dan Sekretaris | AD 1006 Xz |
Pengembangan Sumber Daya - :
Manusia (BKPSDM)

107 | Badan Kesatuan Bangsa Sekretaris | AD'1007 XZ
dan Politik | e

108 | Badan Keuangan Sekretaris AD 1008 XZ
Daerah ..

109 | Sekretariat Daerah Cadangan AD 1009 XZ

110 | Satuan Polisi Pamong | Sekretaris 'AD 1010 XZ
Praja CeA :

111 | Dinas Sosial Sekretaris | AD 1011 XZ

112 | Dinas Tenaga Kerjadan Sekretaris AD 1012 XZ| -
Transmigrasi Dinas e e e
Perdagangan, Tenaga Kerja,

Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah(Disdagnakerkop
UKM )

113 | Dinas Pemberdayaan Sekretaris AD 1013 XZ
Perempuan, Perlindungan Anak, | '
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

114 | Dinas Lihgkungan Hidup Sekretaris |AD 1014 XZ| =

115 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat| Sekretaris AD“lleiS’XZ ol
dan Desa. , R

116 | Dinas Perhubungan, Sekretaris AD 1016 XZ
Perumahan dan Kawasan T
Permukiman i .

117 |Dinas Komunikasi dan | Sekretaris AD 1017 XZ
Informatika(DISKOMINFO) : _

118 | Dinas Kependudukan dan Sekretaris | AD.1018 XZ g
Pencatatan Sipil _ R
(DISDUK CAPIL) o

119 |Dinas Penanaman Modal Sekretaris AD 10 19 XZ




NO INSTANSI PENGGUNA NOPOL .

120 | Dinas Pariwisata, Pemuda Sekretaris AD 1020 XZ
dan __ Olah Raga |

121 | Dinas Kearsipan dan Sekretaris AD 1021 XZ
Perpustakaan R

122 | Dinas Pertanian, Pangan dan Sekretaris AD 1022 XZ| =
Perikanan (Dispertan PP) ' B

123 | Inspektorat Inspektur PembantuWilayah I|AD 1023 XZ

124 | Inspektorat ° Inspektur PembantuWilayah I} AD 1024 XZ

125 | Inspektorat Inspektur PembantuWilayah | AD 1025 XZ| .

I -

126 | Inspektorat - Inspektur PembantuWilayah | AD 1026 XZ

127 | Sekretariat Daerah Cadangan - | AD 1027 XZ|

128 | Sekretariat Daerah Cadangan AD 1028 XZ

129 | Sekretariat Daerah Cadangan AD ’1'0'2‘9 XZ

130 | Sekretariat Daerah Cadangan AD 1030 XZ

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO




